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MOTTO 

 

“...jalanilah hukum di antara manusia dengan yang diwahyukan kepadamu, dan 

janganlah engkau menuruti hawa nafsu, kerana yang demikian itu hanya akan 

menyesatkanmu dari jalan Allah.” 

(Q.S. Shad: 26) 
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ABSTRAK 

 

Adanya peraturan ambang batas parlemen atau parliamentary treshold sebesar 4% 
memibulkan pro dan kontra dari berbagai kalangan masyarakat. Peraturan ambang 
batas parlemen atau parliamentary treshold yang ditegaskan dalam Pasal 414 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dianggap tidak sejalan dengan 
demokrasi. Merespon keputusan tersebut Perhimpunan untuk Pemilu dan 
Demokrasi (Perludem) mengajukan permohonan untuk merubah makna pasal 
tersebut dan menghapus ambang batas sebesar 4%. Dari permohonan itu keluarlah 
Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang mengabulkan sebagian permohonan 
dari perludem dimana ambang batas parlemen tetap berlaku di pemilu tahun 2024 
namun akan berlaku sebagai konstitusional bersyarat pada pemilu tahun 2029 dan 
seterusnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 
penerapan ambang batas parlemen di Indonesia serta bagaimana Putusan MK 
Nomor 116/PUU-XXI/2023 dalam perspektif demokrasi. Metode penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif dengan metode 
pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Penertapan 
ambang batas parlemen di Indonesia bertujuan untuk menyederhanakan partai 
politik. Peraturan ini seringkali mangalami perubahan dengan menaikkan 
prosentase minimum ambang batas setiapkali akan diselenggarakan pemilu. 2. 
Adanya Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 dinilai sebagai langkah yang 
tepat dan sejalan dengan prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat karena dapat 
meminimalisir terjadinya disproporsionalitas pemilu. 
 
Kata Kunci: Amabang Batas parlemen, Demokrasi, Partai Politik 
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ABSTRACT 

 

The existence of a parliamentary threshold regulation of 4% has generated pros 
and cons from various circles of society. The parliamentary threshold regulation 
listed in Article 414 paragraph (1) of Law Number 7 Year 2017 is considered 
contrary to democracy. Responding to this decision, the Association for Elections 
and Democracy (Perludem) submitted a request to change the meaning of the 
article and remove the 4% threshold. From the request, the Constitutional Court 
Decision Number 116/PUU-XXI/2023 was issued, which partially granted the 
request from Perludem where the parliamentary threshold will still apply in the 
2024 elections but will apply as a conditional constitutional in the 2029 elections 
and so on. This research aims to find out how the implementation of the 
parliamentary threshold in Indonesia and how the Constitutional Court Decision 
Number 116/PUU-XXI/2023 in the perspective of democracy. The method used in 
this research is normative research with a conceptual approach. The results of this 
research show that: 1. The establishment of a parliamentary threshold in Indonesia 
aims to simplify political parties. This regulation often changes by increasing the 
minimum threshold percentage every time an election is held. 2. The Constitutional 
Court Decision Number 116/PUU-XXI/2023 is considered the right step and in line 
with the principles of democracy and sovereignty because it can minimize the 
disproportionality of elections. 
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